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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penataan tata laksana (Business Process disingkat BP) yang dilakukan
melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tata laksana bertujuan untuk
mewujudkan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan
terukur dalam rangka mencapai sasaran strategis yang ditetapkan. Target yang
ingin dicapai melalui program ini adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas
proses manajemen pemerintahan serta kinerja di Setjen Wantannas.

Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) terbentuk melalui Keppres nomor 101
Tahun 1999. Wantannas memiliki tugas membantu Presiden dalam
menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin
pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Sementara Setjen
Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi
nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin
pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

BP yang berlangsung saat ini dinilai belum sepenuhnya mendukung
penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Nasional (BINTANNAS) secara efektif
dan efisien, disamping adanya tuntutan dari program Reformasi Birokrasi untuk
senantiasa menata dan menyempurnakan BP. Oleh karena itu Setjen
Wantannas melaksanakan penataan dan penyempurnaan BP agar terwujud
birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta tingkat pelayanan
publik yang lebih berkualitas.

Penataan dan penyempurnaan BP menjadi suatu keniscayaan dalam
menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis baik lingkup global,
regional, maupun nasional. Pada lingkup global perkembangan yang signifikan
dan memberikan pengaruh yang sangat besar, diantaranya semakin
berkembangnya kemajuan TIK yang mendorong munculnya e-government yang
modern berbasis prinsip-prinsip good governance. Pada lingkup regional yang
mengemuka diantaranya kecenderungan banyaknya negara-negara di kawasan
yang telah melaksanakan reformasi birokrasi secara intensif untuk mencapai
transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Tuhan YME, karena hanya
atas Rahmat dan Hidayah-Nya semata, laporan penataan tata laksana (business
process) Setjen Wantannas ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
Penataan ini dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Permen
PANRB nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah, serta dilaksanakan oleh Tim Penataan Tata Laksana (Business Process)
Setjen Wantannas Tahun 2019 yang ditunjuk melalui Keputusan Sesjen Wantannas
Nomor 81 Tahun 2019.

Penataan tatalaksana (business process) dilakukan melalui serangkaian
proses analisis dan perbaikan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan
terukur. Target yang ingin dicapai melalui penataan ini antara lain adalah
meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan serta kinerja
di Setjen Wantannas. Sebagai institusi yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan sektoral, seyogyanya responsif terhadap dinamika perubahan.
Oleh karena itu, kegiatan penataan tatalaksana (business process) Setjen Wantannas
ini menjadi sesuatu yang senantiasa dilakukan dalam rangka menjawab perubahan
kebijakan dan kondisi lingkungan strategis. Melalui penataan ini diharapkan dapat
diperoleh langkah-langkah konkrit untuk menyempurnakan tatalaksana (business
process) Setjen Wantannas.

Penataan tatalaksana (business process) Setjen Wantannas akan dilakukan
setiap tahun dan langkah-langkah penyempurnaan tatalaksana (business process)
secara fungsional maupun struktural menjadi upaya prioritas utama yang akan
dilakukan Setjen Wantannas kedepan sesuai dengan rekomendasi hasil penataan ini.

Jakarta, Desember 2019

Tim Penataan Tata Laksana (Business
Process) Setjen Wantannas Tahun 2019
Ketua,

Dr. Sungkono, S.E., M.Si
Marsekal Muda TNI
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Sedangkan pada lingkup nasional, diantaranya kebijakan Pemerintah yang
mutahir seperti: Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian Negara, yang mengamanatkan kewajiban penataan BP setiap K/L
dalam rangka mencapai pelayanan publik yang transparan dan akuntabel:
Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta
Proses Bisnis Intansi pemerintah; Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Administrasi Pemerintahan:
arahan Presiden dalam Surat Sekretaris Kabinet tanggal 3 Pebruari 2017 tentang
perintah Presiden bahwa masalah Bela Negara agar diberikan dan diperkuat
penanganannya kepada Dewan Ketahanan Nasional dengan tidak membentuk
organisasi baru; serta Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi
Nasional Bela Negara tahun 2018-2019 dimana menugaskan Setjen Wantannas
untuk melaksakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi terkait aksi
nasional bela negara.

Berdasarkan uraian di atas, penataan dan penyempurnaan BP di
lingkungan Setjen Wantannas dilaksanakan agar :

1. Terwujud persamaan persepsi tentang manajemen BINTANNAS;

2. Tersedia acuan untuk pembuatan atau perbaikan Standar Operating
Procedure (SOP), termasuk di dalamnya perbaikan standar kinerja
pelayanan;

Tersedianya bahan perbaikan struktur organisasi; dan
Tersedia acuan pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan (job
descriptions).

B. Tujuan

Tujuan penataan dan penyempurnaan BP adalah untuk membangun dan
menata BP Setjen Wantannas yang lebih adaptif, efisien, efektif, produktif dan
akuntabel dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi perbaikan struktur
organisasi, perbaikan uraian perkerjaan dan penyusunan standard operating
procedures (SOP) termasuk SOP pelayanan. Penataan dan penyempurnaan BP
didasarkan pada evaluasi atas BP yang telah ada dan diimplementasikan,
masukan internal, serta laporan dari masyarakat dan/atau pemangku
kepentingan eksternal lainnya.

Sasaran penataan dan penyempurnaan BP diantaranya:
Penurunan biaya;
Peningkatan kualitas output;

Peningkatan kualitas layanan; dan

e R =

Peningkatan kecepatan delivery.
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C. Pengertian dan Prinsip
1. Pengertian

a. TATA LAKSANA (BUSINESS PROCESS)

Sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang
menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

b. PETA BISNIS PROSES

Dokumen tertulis yang memuat alur aktivitas kerja dengan
terstruktur dan sistematis serta menghasilkan keluaran.

c. AKTIVITAS

Serangkaian tindakan sistematis dengan menggunakan alat kerja
atau sarana kerja untuk menghasilkan bagian-bagian kelengkapan
keluaran suatu tata laksana.

d. PENGGUNA

Penerima keluaran yang dihasilkan suatu tata laksana sesuai
dengan kebutuhannya.

e. FUNGSI KUNCI (KEY FUNCTION).

Fungsi produktif hierarki pertama dalam mencapai tujuan utama
atau sasaran strategis. Untuk mencapai tujuan utama diperlukan
sejumlah fungsi kunci yang satu sama lain saling terkait dan saling
mendukung. Fungsi kunci ini dapat dipersamakan dengan tugas/fungsi
pokok satuan kerja eselon | di Setjen Wantanas.

f.  FUNGSI UTAMA (MAJOR FUNCTION).

Fungsi produktif hierarki kedua yang merupakan jabaran lebih
lanjut dari fungsi kunci. Setiap fungsi kunci terdiri dari sejumlah fungsi
utama yang satu sama lain saling terkait dan saling mendukung.
Fungsi utama dalam kajian ini terkait dengan tugas/fungsi pokok
satuan kerja eselon |l di Setjen Wantanas.

g. FUNGSI DASAR (BASIC FUNCTION).

Fungsi produktif hierarki ketiga yang merupakan jabaran lebih
lanjut dari fungsi utama. Setiap fungsi utama terdiri dari sejumlah
fungsi dasar yang satu sama lain saling terkait dan saling
mendukung.Fungsi dasar ini pada umumnya diidentifikasi sebagai unit
kompetensi. Dalam konteks kajian ini, fungsi dasar merupakan
tugas/fungsi pokok satuan kerja eselon 1l pada Setjen Wantanas.
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h. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP).

Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai
proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan
harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

i. POHON MASALAH

Analisis lingkungan strategis dilakukan melalui pendekatan
pohon masalah yang menggambarkan sebab akibat suatu masalah
dan diuraikan dalam faktor-faktor penyebab masalah sampai dengan
akar masalah.

j.  POHON KINERJA

Analisis lingkungan strategis untuk menjawab permasalahan
yang telah diidentifikasi dalam pohon masalah.

k. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
operasional yanag harus memenuhi kriteria SMART (Spesifik,
Terukur, Dapat Tercapai, Realistis, dan Berjangka Waktu)

| TINGKATAN BUSINESS PROCESS (BP).

1) Level 0, merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh
proses bisnis utama Instansi Pemerintah yang terdiri dari proses
bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis
pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan
langsung dari Visi dan Misi, Sasaran Strategis dan IKU yang ingin
dicapai oleh Setjen Wantanas.

2) Level 1, merupakan penjabaran lebih rinci dari Proses Bisnis level
0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh
masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan proses
bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan
antara satu proses dengan proses lainnya.

3) Level 2, merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing
proses yang ada di level 1. Level 2 menggambarkan proses bisnis
yang lebih rinci. Proses bisnis ini mencakup alur proses, alur
informasi, masukan, keluaran, dan pelaksana dari setiap proses.

4) Level 3, merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing
proses yang ada di level 2, proses pada level 3 harus mendukung
atau sejalan dengan proses yang ada pada level 2.
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5) Level 4, menjabarkan proses-proses atau aktivitas yang lebih
rinci dari level 3. L4 ini disebut juga sebagai SOP makro, yang
selanjutnya dapat menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan
SOP mikro setiap aktivitas.

2. Prinsip
a. DEFINITIF

Suatu tata laksana harus memiliki batasan, masukan, serta
keluaran yang jelas.

b. URUTAN

Suatu tata laksana harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai
waktu dan ruang.

c. PELANGGAN
Suatu tata laksana harus mempunyai penerima hasil proses.

d. NILAI TAMBAH

Transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai
tambah pada penerima.

e. KETERKAITAN

Suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait
dalam suatu struktur organisasi.

f.  FUNGSI SILANG

Suatu proses umumnya, walaupun tidak harus, mencakup
beberapa fungsi.
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BAB Il
KONSEPSI PEMBINAAN KETAHANAN NASIONAL DAN
PEMBINAAN BELA NEGARA

A. Ketahanan Nasional

1.

Pengertian TANNAS

Ketahanan nasional (Tannas) diartikan kondisi dinamik bangsa
Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi
berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi
segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari
luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan
hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

Dalam pengertian di atas, kondisi kehidupan nasional bersifat dinamis
dan dalam perwujudannya perlu dibina secara dini terus-menerus dan
sinergis, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional.
Tannas bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung
kemampuan mengembangkan kekuatan nasional secara berkelanjutan
berbasis pemikiran geostrategi sesuai kondisi bangsa dalam konstelasi
geografi Indonesia.

Konsepsi TANNAS

Konsepsi Tannas Indonesia berprinsip pada pengembangan kekuatan
nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan yang berfokus pada
kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam
seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu
berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nusantara. Prinsip ini
menjadi pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa
yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan
pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Kesejahteraan tercermin dari nilai-nilai nasional yang tumbuh dan
berkembang demi sebesar-besar kemakmuran yang adil dan merata,
rohaniah, dan jasmaniah. Sementara itu, keamanan merupakan kemampuan
bangsa dalam melindungi nilai-nilai nasional tersebut terhadap segala bentuk
ancaman, baik dari luar maupun dari dalam.

Hakekat TANNAS

Tannas pada hakikatnya berupa keuletan dan ketangguhan bangsa
yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk
dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai
tujuan nasional. Hal tersebut berbentuk pengaturan dan penyelenggaraan
kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam
seluruh aspek kehidupan nasional.
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Kekuatan Nasional

Elemen-elemen national power ini menurut Hans J. Morgenthau (1948)
terdiri atas sembilan unsur, yakni: geografi, sumber daya alam, kemampuan
industri, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas
diplomasi, dan kualitas pemerintah. Namun demikian dalam konteks kekinian,
kesembilan elemen instrument kekuatan nasional (instruments of national
power) tersebut dapat diformulasi secara garis besar seperti: DIME (diplomasi,
informasi, militer dan ekonomi); MIDLIFE (militer, informasi, diplomasi, penegak
hukum, peperangan informasi, sanksi finansial, ekonomi; atau PMESII (politik,
militer, ekonomi, sosial, informasi dan infrastruktu) yang hingga kini Indonesia
belum merumuskannya. Dengan demikian instrumen kekuatan nasional
dirumuskan meliputi: kebijakan dan strategi nasional, diplomasi, intelejen, militer,
siber, hukum, keamanan, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup.

Pembinaan Ketahanan Nasional
1. PEMBINAAN

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan
secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

2. BINTANNAS

BINTANNAS adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan
secara efisien dan efektif untuk menghasilkan kondisi ketahanan nasional
yang semakin tangguh.

3. BINTANNAS sebagai Doktrin dan Strategi

BINTANNAS sebagai doktrin dasar nasional berfungsi untuk memberi
arah agar terbentuk sinergi pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola kerja
dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat inter-regional, inter-
sektoral maupun multi-disiplin.

BINTANNAS sebagai strategi pembangunan nasional (Bangnas)
didasarkan pada keterkaitan antara kekuatan nasional dengan Tannas dan
Bangnas. Kekuatan nasional dan Bangnas dilakukan untuk mencapai kondisi
Tannas yang tangguh, sebaliknya Tannas yang tangguh menjadi modal
kekuatan nasional dan Bangnas dalam mencapai tujuan. BINTANNAS
sebagai strategi merupakan pelaksanaan Bangnas dengan pendekatan
Tannas yang mencakup Astragatra, yaitu:

a. Trigatra atau gatra alamiah meliputi aspek-aspek suatu negara yang
memang sudah melekat pada negara itu. Unsur dari setiap aspek tidak
pernah sama spesifikasinya untuk setiap negara. Trigatra meliputi gatra
geografi, sumber kekayaan alam, dan demografi. Ketiga gatra alamiah
tersebut mengandung unsur-unsur alamiah yang bersifat relatif tetap atau
statis.
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b. Pancagatra atau gatra sosial adalah aspek-aspek kehidupan nasional
= yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-
aturan, dan norma-norma tertentu. Pancagatra meliputi gatra ideologi,
politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan. Kelima gatra
sosial tersebut mengandung unsur-unsur yang bersifat dinamis.
Tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang dihadapi oleh
bangsa Indonesia selalu ditujukan pada kelima gatra sosial tersebut. Oleh
karena itu, penanggulangannya adalah dengan upaya meningkatkan
7 ketahanan dalam gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta
pertahanan dan keamanan secara utuh, menyeluruh, dan terpadu.
Pancagatra dalam kehidupan nasional Indonesia tersebut secara
terintegrasi serta dalam interaksinya dengan trigatra mencerminkan
tingkat ketahanan nasional Indonesia.
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BAB Il
PROSES PENATAAN TATA LAKSANA

A. Manajemen Tata laksana

Pendekatan yang banyak digunakan di lingkungan manajemen organisasi
dan menjadi dasar dari proses penataan tata laksana adalah Manajemen Tata
laksana (Business Process Management). Menurut pendekatan ini penataan
tata laksana merupakan suatu siklus. Siklus dimaksud adalah sebagai berikut:

Perancangar

Pemberiakuan

i
NG o

Gambar 1
Siklus Penataan Tata laksana (business process)

Dalam siklus tersebut penataan tata laksana tercakup dalam aktivitas
analisis kebutuhan yang kemudian dilanjutan dengan aktivitas Perancangan
dengan menggunakan Pemodelan Proses. Meski proses penataan tata laksana
sudah dilakukan hal ini tidak berarti tata laksana yang disusun telah memenuhi
prinsip-prinsip dan manfaat suatu tata laksana . Oleh karena itu, setelah tersusun
modelnya, maka tata laksana harus dapat terimplementasi dengan baik dan
diketahui keberhasilannya.
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Setelah teruji dan memenubhi kriteria yang diharapkan selama implementasi,
berikutnya dilakukan pemberlakuan. Pemberlakuan dilakukan dengan dukungan
infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Tata laksana ditetapkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya tata laksana yang terbentuk
dilakukan monitoring secara berkesinambungan dan berdasarkan fakta-fakta
yang ada dilakukan evaluasi kehandalannya.

B. Metodologi

Metodologi penataan tata laksana mencakup dua aspek yaitu teknik
pengumpulan data dan analisis. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara
pengambilan data atau informasi sedemikian rupa sehingga data atau informasi
yang diperoleh valid dan merepresentasikan seluruh aspek cakupan kajian.
Analisis dalam kajian tata laksana lebih fokus pada pemahaman, pemetaan dan
perbaikan seluruh tata laksana yang ada dalam organisasi sehingga dapat
disusun suatu rekomendasi yang aplikatif sekaligus efektif dalam penerapannya.
Metode yang dipilih adalah metode yang memungkinkan hasil tata laksana yang
langsung dapat digunakan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kombinasi antara
beberapa tehnik, antara lain:

1. Focus Group Discussion (FGD)

Diskusi terpandu membahas suatu topik dimana peserta adalah para
pemimpin unit kerja atau narasumber terkait topik dimaksud.

2. Observasi

Pengumpulan data/informasi mengenai pelaksanaan suatu kegiatan
atau serangkaian kegiatan dalam rentang waktu tertentu.

3. Telaah Dokumen

Penggalian data dan informasi dari berbagai dokumen baik berupa
buku, surat-surat keputusan, peraturan perundang-undangan atau
kebijakan tertulis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kausal

Telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan ‘
informasi yang diperoleh. i
|

:

2. Klasifikasi Proses

Memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai
dengan definisi proses inti atau proses pendukung.

3. Pemodelan Proses
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Pembuatan rumusan tata laksana dengan teknik penggambaran alur
baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

Langkah-langkah untuk melakukan pemetaan dan analisis tata laksana:

1. Memahami arahan strategis organisasi (visi, misi, tugas dan fungsi
organisasi);

2. Mengidentifikasi tata laksana yang akan dipetakan berdasarkan analisis
kebutuhan;
Mengidentifikasi nama dan tipe tata laksana dimaksud;

4. Menentukan siapa saja pengguna atau pemakai utama dari tata laksana
dimaksud,;

5. Menguraikan urutan kegiatan yang membentuk rantai tata laksana
dimaksud;

6. Menentukan masukan utama tata laksana dimaksud;
Menentukan keluaran utama tata laksana dimaksud:

8. Menentukan pemilik (owner) tata laksana dimaksud:;

C. Penentuan Standar Tata Laksana

Penentuan standar tata laksana adalah untuk memberikan suatu kepastian
bagi para pengguna tata laksana yang merupakan bagian dari proses analisis
tata laksana dan hal yang penting bagi Setjen Wantannas, terutama dalam
melayani para pemangku kepentingan eksternal (publik/masyarakat dan
Kementerian/Lembaga yang lain).

Penentuan standar tata laksana dapat dilakukan melalui mekanisme
sebagai berikut (termasuk kombinasinya), antara lain:

1. Focused Group Discussion (FGD), dengan melibatkan sekurang-kurangnya
penanggungjawab operasionalisasi proses yang terkait dengan
pelaksanaan tugasnya;

2. Masukan dari pengguna langsung tata laksana dan/atau atau survei
kepuasan pengguna atas pemberian layanan tata laksana; dan

3. Benchmark dengan Kementerian/Lembaga yang telah menetapkan standar
untuk tata laksana yang sama atau sejenis.

Dalam implementasinya, penetapan atas standar suatu tata laksana yang
telah disetujui pada akhirnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
Standard Operating Procedures (SOP) atas tata laksana tersebut dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan Setjen Wantannas.
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D. Analisis Tata laksana

Analisis tata laksana dimulai dari suatu analisis kebutuhan dengan cara
memahami visi, misi, tugas dan fungsi organisasi, serta kebutuhan pihak-pihak
eksternal yang memerlukan dan mendapatkan layanan langsung dari organisasi.
Pemahaman dapat dilakukan dengan mempelajari dokumen terkait dan diskusi
dengan pimpinan organisasi, seperti Focused Group Discussion (FGD). Tujuan
analisis tata laksana adalah untuk melihat secara utuh rangkaian proses yang
mempengaruhi kinerja dan pencapaian organisasi dalam melayani pemangku
kepentingan utama, baik eksternal maupun internal.

Analisis pembinaan TANNAS pada masing-masing gatra adalah sebagai berikut:

a. Gatra Geografi
1) Kondisi dan Unsur Dominan

Dari geografi dapat diketahui tempat Negara Kesatuan Republik
Indonesia di atas bumi yang memberikan gambaran tentang bentuk ke
dalam dan bentuk ke luarnya. Bentuk ke dalam menempatkan corak,
wujud, dan tata susunan dan bentuk ke luar dapat diketahui situasi dan
kondisi lingkungan serta hubungan timbal balik antara negara dan
lingkungannya. Negara Indonesia sebagai wadah bangsa Indonesia
dengan batas-batas nasionalnya memberikan ciri yang
membedakannya dengan negara lain dan memberikan kemungkinan
untuk melangsungkan serta mengembangkan perikehidupan
nasionalnya. Kedudukan yang secara geografis berada pada posisi
silang memberikan kepada Indonesia peranan yang sangat penting
dalam persoalan global yang dapat berdampak positif dan negatif.

Beberapa kondisi umum gatra geografis adalah sebagai berikut:

a) Topografi
Wilayah negara Republik Indonesia berbentuk kepulauan dan
terdiri atas lebih kurang 17.508 buah pulau. Luas seluruh wilayah
kedaulatan lebih kurang 7,3 juta km dan dengan wilayah daratan
sekitar 1.919.17 km serta dengan memperhitungkan ZEE, luas
wilayah daratan dan wilayah lautan adalah satu berbanding empat
(1:4). Bagian barat wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau
besar, sedangkan bagian timur merupakan kumpulan pulau-pulau
kecil, kecuali Papua. Pantai-pantai yang berbatasan dengan
Samudera Hindia dan Samudera Pasifik pada umumnya lebih
curam dan terjal apabila dibandingkan dengan pantai-pantai landai
yang berbatasan dengan laut pedalaman Indonesia.

b) Posisi Astronomis
Indonesia terletak di antara 95 dan 141 Bujur Timur, antara 6
Lintang Utara dan 11 Lintang Selatan, serta Indonesia berada di
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2)

3)

daerah tropik geo stationary orbiter (GSO) yang terletak di atas
khatulistiwa merupakan ruang wilayah yang sangat strategis
sebagai tempat kedudukan satelit. Wilayah Indonesia merupakan
wilayah khatulistiwa terpanjang di dunia. Karena letaknya di daerah
tropik, iklim Indonesia secara umum panas dan lembab serta
banyak gunung berapi. Tumbuh-tumbuhan subur dan hutan
terdapat di pulau-pulau sebelah barat, sedangkan semakin ke timur
hutan semakin jarang, kecuali di Papua. Di pulau-pulau Sumba,
Sumbawa, dan sekitarnya terdapat padang-padang rumput yang
luas.
Iklim tersebut berpengaruh terhadap aspek perikehidupan
ekonomi, sosial, politik, budaya, dan juga terhadap pertahanan dan
keamanan. Sebelah timur wilayah Indonesia berbatasan dengan
Samudera Pasifik, wilayah Papua Nugini, dan Australia. Sebelah
utara berbatasan dengan wilayah India (Andaman, Nikobar),
Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam. Sebelah barat dan
selatan dengan Samudera Hindia.
Analisis
Wilayah negara Republik Indonesia adalah wilayah negara kepulauan
dengan luas laut 4 x luas daratan dan terdiri atas ribuan pulau
sehingga masalah komunikasi dan transportasi menjadi sangat vital.
Lalu lintas internasional banyak melintasi laut dan udara wilayah
Indonesia. Hal itu memberi kemungkinan kepada Indonesia untuk
memainkan peranan sebagai pengawas dan pengatur lalu lintas
tersebut sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Wilayah
sebagai ruang hidup belum dimanfaatkan secara proporsional.
Persebaran penduduk Indonesia masih kurang proporsional. Pulau
Jawa sangat vital dan strategis sehingga sangat memerlukan
perhatian. Penduduk Indonesia yang mendiami pulau-pulau sebelah
utara sangat sedikit jika dibandingkan dengan penduduk negara
tetangga yang besar, seperti Jepang, RRC dan India, sedangkan
negara tetangga disebelah selatan, yaitu Australia, penduduknya lebih
sedikit. Dengan demikian, daerah-daerah Indonesia yang relatif
kosong berserta kekayaan alamnya yang potensial dan melimpah
dapat dijadikan sasaran bagi pencarian lebenstraum oleh kekuatan-
kekuatan dari luar.
Arah Pembinaan
a) Wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Republik Indonesia harus jelas
dan diketahui oleh seluruh bangsa di dunia. Perbatasan wilayah
kedaulatan dan yurisdiksi ditetapkan melalui perjanjian dengan
negara tetangga yang berbatasan langsung. Pada bagian wilayah
yang tidak berbatasan dengan negara lain (di Samudera Hindia
dan Pasifik) ditetapkan sesuai dengan ketentuan internasional.
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b) Indonesia menjamin kepentingan bangsa-bangsa di dunia bagi
kepentingan lintas damai, baik melalui laut maupun udara sesuai
dengan ketentuan. Udara di sepanjang wilayah khatulistiwa
mempunyai arti penting bagi pemanfaatan GSO secara maksimal.

c) Pemanfaatan wilayah yang didasarkan atas konsepsi tata ruang
dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan
mempertahankan adanya pelestarian alam dan lingkungan hidup
yang layak dalam wilayah ruang hidup bangsa Indonesia dan
dengan memperhatikan ciri khas potensi wilayah.

d) Pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh, seimbang, dan
merata guna menekan kesenjangan spasial (antarwilayah/antar-
daerah).

e) Untuk mewujudkan kesatuan wilayah, perlu penyediaan sarana,
prasarana komunikasi, dan transportasi yang menjamin mobilitas
informasi, orang, barang dan jasa, serta pelaksanaan
pembangunan nasional secara utuh menyeluruh.

f) Indonesia menanamkan kesadaran masyarakat sedini mungkin
tentang konstelasi geografis Indonesia, baik kerawanan maupun
potensinya.

b. Gatra Sumber Kekayaan Alam
1) Kondisi dan Unsur Dominan

Kekayaan alam menurut jenisnya dibedakan dalam delapan golongan
sebagai berikut:

a) Hewan (fauna);

b) Nabati (flora);

¢) Mineral (minyak bumi, uranium, biji besi, batu bara dan lain-lain);
d) Tanah (tempat tinggal, tempat berpijak, tempat bercocok tanam);
e) Udara (sinar matahari, oksigen, karbondioksida);

f) Potensi ruang angkasa;

g) Energi alami (gas alam, panas alam, air artetis, geotermis); serta
h) Air dan lautan.

Kekayaan alam menurut sifatnya dibedakan dalam tiga golongan, yaitu
yang dapat diperbaharui, yang tidak dapat diperbaharui, dan yang
tetap.

Kekayaan alam Indonesia adalah segala sumber dan potensi alam di
permukaan serta di dalam bumi, laut, dan dirgantara yang berada di
wilayah kekuasaan dan yurisdiksi nasional negara Republik Indonesia.
Pasal 33, Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan bahwa bumi, air,
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat.
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Konsep penguasaan oleh negara tersebut berarti bahwa warga negara
Republik Indonesia boleh mengusahakan serta memanfaatkan
kekayaan alam yang ada. Sumber-sumber kekayaan alam sebagai
karunia Tuhan adalah untuk memberi kehidupan kepada makhluknya
dan kekayaan wilayah Indonesia, baik potensial maupun efektif adalah
modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi keperluan hidup
sehari-hari.
Hanya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat orang banyak tidak diizinkan diusahakan
perseorangan. Tujuan pengelolaan kekayaan alam adalah untuk
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari segenap potensi
sumber alam yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan dan
keamanan bangsa dan rakyat Indonesia secara berlanjut
berlandaskan wawasan Nusantara.
Analisis
Lokasi dan konsentrasi sumber kekayaan alam tidak merata di seluruh
wilayah Indonesia dan tidak sesuai dengan persebaran dan
kemampuan penduduk Indonesia sehingga dapat menimbulkan
kesenjangan spasial.
Seiring dengan meningkatnya intensitas pembangunan nasional, akan
meningkatkan pula eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Khusus
untuk kekayaan alam yang tidak terbarukan, eksploitasi yang terus-
menerus akan mengakibatkan kekayaan alam tersebut menjadi
komoditas langka sehingga nilainya menjadi strategis dan dapat
mengandung kekuatan dari luar untuk menguasainya.

Pemanfaatan kekayaan alam secara optimal memeriukan modal,

pengetahuan, teknologi, serta tenaga yang terampil dan kondisi pasar

di dalam dan luar negeri.

Pelestarian daya dukung kekayaan alam dipengaruhi oleh kesadaran

dan tanggung jawab semua pihak.

Arah Pembinaan

a) Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia pada
dasarnya dilakukan oleh dan untuk bangsa Indonesia dengan cara-
cara yang tidak merusak tata lingkungan hidup manusia dan
dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.
Dalam keadaan kemampuan nasional masih terbatas, dapat
dilakukan kerja sama dengan perusahaan asing dengan syarat
yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional.

b) Pemanfaatan kekayaan alam komoditas yang mempunyai nilai
ekonomis harus didasarkan pada prinsip peningkatan kesempatan
kerja bagi penduduk setempat dalam rangka pelaksanaan
pembangunan nasional sehingga mengurangi kesenjangan spasial
dan peningkatan pembangunan daerah.
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c) Pemanfaatan kekayaan alam sebagai sumber energi harus
diarahkan pada upaya menghemat pemakaian sumber minyak dan
gas bumi serta menggantikannya dengan sumber nonminyak
seperti batu bara, tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga nuklir,
serta energi nonkonvensional seperti biogas, biomas, tenaga
angin, dan tenaga surya. Sumber energi yang transportabel
(mudah diangkut) dimanfaatkan untuk ekspor.

d) Pemerintah melindungi serta mengelola kekayaan alam dengan
cara tepat, terarah, dan bijaksana serta lebih mementingkan
manfaat untuk rakyat banyak dengan meningkatkan kemampuan
teknologi tepat guna dan meningkatkan kualitas SDM yang mampu
mengelola.

e) Pemerintah melakukan inventarisasi tentang jumlah, mutu jenis
dan persebaran kekayaan alam untuk mengetahui potensi riil yang
dapat dimanfaatkan.

f) Pemerintah membina kesadaran nasional untuk pemanfaatan dan
pelestarian kekayaan alam serta penggarapan secara
tersinkronisasi dan terintegrasi oleh berbagai pihak guna
pencapaian hasil yang optimal serta pengamanan yang maksimal
sehingga tetap terjaga kondisi kelestarian dan keharmonisan
lingkungan.

c. Gatra Demografi
1) Kondisi dan Unsur Dominan Penduduk adalah sejumlah orang yang

mendiami suatu tempat atau wilayah tertentu dalam waktu yang

tertentu. Demografi adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah,

susunan, persebaran, pertumbuhan, ciri-ciri, kualitas, kesejahteraan

penduduk, serta kondisi lingkungannya dengan unsur-unsur

dominannya meliputi hal-hal berikut.

a) Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang
baru, dan orang yang meninggalkan wilayah. jumlah penduduk
berubah kibat proses mortalitas, fertilitas, dan migrasi.

b) Komposisi Penduduk
Komposisi penduduk adalah susunan penduduk berdasarkan
suatu pendekatan tertentu, misalnya, menurut umur, kelamin,
agama, suku bangsa, dan tingkat pendidikan.

c) Persebaran penduduk
Persebaran penduduk yang ideal adalah persebaran yang
sekaligus dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan
keamanan, yaitu persebaran dan mobilitas yang proporsional.

d) Kualitas Penduduk
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Faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk ialah faktor fisik dan
- nonfisik. Faktor fisik terdiri atas kesehatan, gizi, dan kebugaran.
Faktor nonfisik ialah mentalitas dan intelektualitas.

2) Analisis
a) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang sangat besar, apabila dibina dan
dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif, akan merupakan
modal yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha
pembangunan di segala bidang. Jika tidak demikian, akan timbul
pengangguran, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan
dan problem sosial dapat melemahkan ketahanan nasional.

b) Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan
migrasi. Pengaruh mortalitas relatif kecil karena terhadap pria dan
wanita relative sama. Begitu juga dengan faktor migrasi karena
tidak dilaksanakan secara besar-besaran dan diperlukan
dukungan biaya yang tidak sedikit.

Sebaliknya, fertiitas sangat besar pengaruhnya, terutama
terhadap komposisi umur dan jenis kelamin penduduk golongan
muda. Bertambahnya penduduk golongan muda menimbulkan
persoalan penyediaan fasilitas pendidikan, perluasan lapangan
kerja, dan sebagainya. Apabila persoalan tersebut tidak diatasi,
akan timbul kegoncangan sosial.

c) Persebaran Penduduk

Kenyataan menunjukkan bahwa manusia bertempat tinggal di
daerah yang aman serta memungkinkan jaminan kehidupan
ekonomis semaksimal mungkin, yaitu di daerah yang ekonomis
dan strategis, terutama di daerah yang sudah digarap atau telah
dipersiapkan sebelumnya. Konsekuensinya ialah bahwa di daerah
tertentu terlampau padat, sedangkan di daerah lainnya menjadi
jarang, bahkan tidak berpengaruh sama sekali.

. d) Kualitas Penduduk

Untuk mengatasi masalah penduduk, kebijakan pemerintah yang
mengatur, mengendalikan, atau menciptakan iklim yang dengan
jumlah, komposisi, persebaran, dan penduduk melalui berbagai
cara seperti pusat-pusat pertumbuhan, keluarga berencana,
transmigrasi, di samping meningkatkan  pengetahuan,
keterampilan, dan sikap mental serta pengembangan sosial
ekonomi. Semua itu dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan
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antara kenaikan jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi dan persebaran penduduk yang proporsional serta
keserasian kesejahteraan dan keamanan dalam rangka
pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan.

3) Arah Pembinaan

a) Pembangunan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan
keamanan harus didukung dengan pengaturan pertumbuhan dan
persebaran penduduk secara serasi serta peningkatan kualitas
penduduk yang memadai dengan memperhatikan komposisi
penduduk yang ada.

b) Pengaturan laju pertumbuhan penduduk dirumuskan dalam
kebijakan gerakan keluarga berencana nasional dan program di
luar  keluarga (beyond family planning program) yang
mendukungnya secara terpadu.

c) Pengaturan penyebaran penduduk dapat dilakukan dengan jalan
peningkatan usaha transmigrasi yang terpadu dengan
pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dalam hal ini, perlu didorong timbulnya transmigrasi swakarsa.

d) Pengaturan kualitas penduduk dilakukan dengan cara peningkatan
pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta derajat dan manfaat
yang dapat disejajarkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia
secara fisik, antara lain, meningkatkan derajat kesehatan,
perbaikan mutu, dan kebugaran fisik dengan peningkatan keahlian
keterampilan daya manusia secara terarah dan berlanjut,
peningkatan keimanan, dan ketakwaan.

e) Pengaturan laju penduduk dilakukan dengan memberi kesempatan
dan pemberdayaan penduduk khususnya wanita dan generasi
muda Pelaksanaan kebijakan tersebut di atas harus didukung oleh
partisipasi aktif masyarakat.

d. Gatra Ideologi
1) Konsepsi tentang Ketahanan Ideologi
Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran
yang memberikan motivasi. Dalam ideologi juga terkandung konsep
dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa.
Keampuhan suatu ideologi bergantung pada rangkaian nilai yang
dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi
hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai perseorangan maupun
sebagai anggota masyarakat.

Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan
ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang
mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam
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menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan,
serta gangguan yang datang dari luar atau dari dalam, yang langsung
atau tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan
ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan ideologi tersebut diperlukan
kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran
ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta
pengamalannya yang konsisten dan berlanjut. Kelima sila dalam
Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga
pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang
terkandung di dalamnya.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung nilai spiritual
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua
pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa untuk berkembang di Indonesia. Nilai itu berfungsi sebagai
kekuatan mental spiritual dan landasan etik dalam ketahanan nasional.
Dengan demikian, ateisme tidak berhak hidup di bumi Indonesia dalam
kerukunan dan kedamaian hidup beragama.

Sila Persatuan Indonesia dalam masyarakat Indonesia yang pluralistic
mengandung nilai persatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang
merupakan faktor pengikat dan menjamin keutuhan nasional atas
dasar Bhineka Tunggal lka. Nilai ini menempatkan kepentingan dan
keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau
golongan. Sebaliknya, kepentingan pribadi dan golongan diserasikan
dalam rangka kepentingan bangsa dan negara.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan mengandung nilai bahwa kedaulatan
berada di tangan rakyat (demokrasi) yang dijelmakan oleh persatuan
nasional yang riil dan wajar. Nilai ini mengutamakan kepentingan
negara bangsa dengan tetap menghargai kepentingan pribadi dan
golongan, musyawarah untuk mufakat, dan menjunjung tinggi harkat
dan martabat serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai
sikap adil, menghormati hak orang, dan sikap gotong royong, yang
menjamin dan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh dan
merata.

Pancasila merupakan ideologi nasional, dasar negara, sumber hukum,
serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Untuk mencapai ketahanan
ideologi, diperlukan penghayatan dan pengalaman Pancasila secara
murni dankonsekuen, baik objektif maupun subjektif. Pelaksanaan
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objektif adalah bagaimana pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung
dalam ideologi tersurat atau paling tidak tersirat dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundang-undangan di
bawahnya serta segala kegiatan penyelenggaraan negara.
Pelaksanaan subjektif adalah bagaimana nilai-nilai tersebut
dilaksanakan oleh pribadi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari
sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara.

Pancasila mengandung sifat idealistik, realistik, dan fleksibilitas
sehingga terbuka terhadap perkembangan yang terjadi sesuai dengan
realitas perkembangan kehidupan, tetapi sesuai dengan idealisme
yang terkandung di dalamnya.

2) Analisis Permasalahan

Faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan ideologi, antara lain,

adalah sebagai berikut.

a) Kemajemukan Masyarakat Indonesia
Secara sosiologis bangsa Indonesia merupakan bangsa yang
majemuk yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan adat
istiadat, bahasa, pandangan hidup, serta agama dan kepercayaan
yang berbeda-beda. Masing-masing mempunyai norma kehidupan
yang berbeda. Perbedaan itu dapat memperkaya dan memperkuat
kepribadian dan kebudayaan bangsa. Akan tetapi di pihak lain hal
itu dapat merupakan titik-tittk rawan yang menimbulkan
primodialisme sempit yang mengarahpada perpecahan bangsa.
Dalam  masyarakat yang majemuk ini perlu  selalu
ditumbuhkembangkan faktor-faktor perekat persatuan bangsa,
yaitu tekad dan semangat untuk secara bersama-sama
mewujudkan cita-cita bersama.

b) Perkembangan Dunia
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
terutama teknologi komunikasi atau informasi dan transportasi
menyebabkan dunia terasa semakin sempit, transparan, dan tanpa
batas yang semakin mengglobal. Proses globalisasi ini tercermin
dalam globalisasi informasi dan globalisasi ekonomi, yang
membawa sistem nilai baik yang bersifat positif yang mendorong
ke arah kemajuan dan modernisasi maupun yang bersifat negatif
yang dapat memengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa serta
sendi-sendi kehidupan di seluruh aspek kehidupan nasional,
bahkan juga menjungkirbalikkan nilai-nilai dasar yang telah
berakar dan telah mapan dalam NKRI. Dalam perkembangan
dunia seperti ini, bangsa Indonesia harus berpegang teguh pada
identitas dan integritas nasional serta tidak terpengaruh pada nilai
global yang bertentangan dengan Pancasila.
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c) Kepemimpinan

= Peranan kepem